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Abstract

Governance is a systematic effort in a process to achieve organizational goals, through management
principles, which include the functions of planning, implementation, control and evaluation. Village
administration is the entire process of carrying out government and development activities by utilizing the
capabilities of village officials and all available resources to achieve the stated goals, namely the realization of
increased participation in government, development and the implementation of widespread and effective
administration. The aim of this research is to find out the analysis and inhibiting factors of village government
administration in Pinang Sebatang Timur Village, Tualang District, Siak Regency. The theoretical basis consists
of five indicators that must be met, namely Rule of law (legal certainty), Accountability, Transparency,
Professionalism and Participation. This vesearch is field research in Pinang Sebatang Timur Village, Tualang
District, Siak Regency. The data sources used are primary and secondary. Data collection methods are observation,
interviews and documentation.
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Abstrak

Tata kelola merupakan upaya sistematis dalam suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi,
melalui prinsip manajemen, yang meliputi fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan
evaluasi. Administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dengan memanfaatkan kemampuan aparat desa serta segala sumber yang ada untuk
mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu terwujudnya peningkatan partisipasi dalam pemerintahan,
pembangunan dan penyelenggaraan administrasi yang meluas dan efektif. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui bagaimana analisis dan faktor penghambat tata kelola administrasi pemerintah desa
di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Landasan teori yaitu terdiri dari
lima indikator yang harus dipenuhi, yaitu Rule of law (kepastian hukum), Akuntabilitas, Transparansi,
Profesionalisme dan Partisipasi. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) di Desa
Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Sumber data yang digunakan primer dan
sekunder. Metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kata kunci: Tata Kelola Administrasi, Pemerintahan Desa, Desa

Pendahuluan

Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah pengelolaan pemerintahan desa yang
menjunjung tinggi partisipasi, transparasi, koordinasi dan akuntabilitas serta berpegang
teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, untuk mencapai
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tata kelola pemerintahan desa yang baik harus dikuasai dan dipahami oleh penyelenggara
desa, karena dengan menguasai dan memahami bagaimana tata kelola pemerintahan desa
yang baik maka roda pemerintahan desa akan berjalan lebih efektif.

Good governance merupakan tata kelola dalam suatu pemerintahan yang meliputi
penggunaan wewenang dalam hal ekonomi, politik, serta administrasi dalam hal pengelolaan
suatu negra pada semua tingkat. Tata kelola meliputi semua mekanisme, proses, dan lembaga-
lembaga dimana penduduk dan kelompok masyarakat menyampaikan kepentinganmereka,
menggunakan hak hukum, memnuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan
diantara mereka.

Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik meliputi antara lain: (1) Partisipasi, yang
dimaksud dengan partisipasi merupakan suatu sifat mental atau emosional dalam diri
manusia (masyarakat desa) yang muncul secara sadar untuk melibatkan diri (personal) dalam
kegiatan dan urusan pemerintahan demi membangun kesadaran bersama untuk kemajuan
desa; (2)Akuntabilitas dan Transparansi (openness and transparency) yang dimaksud dengan
akuntabilitas merupakan sebuah bentuk tanggungjawab moral dari seorang pimpinan atau
kelembagaan (pemerintah desa) kepada masyarakat dalam wujud laporan
pertanggungjawaban kegiatan pemerintahan sehingga ada transparansi yang akan memicu
terbangunnya kepercayaan (trust) dari warga masyarakat desa; (3) Responsive, yang
dimaksud denga responsive disini menjelaskan kemampuan pemerintah untuk mengenali
kebutuhan, menyusun agenda dan prioritas serta mengembangkan program-program yang
sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu menunjukan pada
keselarasan antara program dan kegiatan dengan kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang,
Kabupaten Siak. Kecamatan Tualang merupakan salah satu kecamatan yang berada di
Kabupaten Siak. Desa Pinang Sebatang Timur dulunya adalah Desa Pinang Sebatang (induk),
namun terjadi pemekaran pada tahun 2002 maka Desa Pinang Sebatang dibagi menjadi 3,
yakni Desa Pinang Sebatang,Desa Pinang Sebatang Timur dan Desa Pinang Sebatang Barat.

Mengingat administrasi pemerintahan desa tersebut mempuyai peranan yang sangat
penting sebagai sumber data dan informasi bagi penyelengaraan pemerintahan desa maka
penataan dan pengelolaan administrasi desa sudah selayaknya menjadi perhatian utama bagi
aparat pemerintah desa khususnya data yang termuat dalam buku registrasi administrasi
desa.

Tanpa adanya administrasi desa, pemerintah desa tidak dapat melakukan pengelolaan
penyelenggaraan pemerintahan desa, sebab administrasi desa merupakan instrumen
pemenuhan kebutuhan masyarakat desa. Dengan melakukan tertib administrasi desa,
pemerintah desa berarti telah mampu menyediakan sumber data dan informasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik sebagaimana peraturan perundang-
undangan.

Tinjauan Pustaka

Konsep Administrasi
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Administrasi berasal dari bahasa Belanda yakni Administratie yang berarti kegiatan
catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya
yang bersifat teknis ketatausahaan.

Hal ini didukung dengan pengertian yang telah diberikan oleh Sondang P. Siagian
(2001:38) bahwa pengertian administrasi ada dua macam yaitu administrasi dalam arti
sempit dan administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan
menyusun dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan untuk
menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan
dan dalam suatu hubungan satu sama lain. Sedangkan administrasi dalam arti luas adalah
kegiatan kerja sama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja
sebagaimana yang telah ditentukan dalam struktur dengan menggunakan sumber daya
untuk mencapai tujuan secara eketif dan efesien.

Konsep Organisasi

Menurut (Siagian S. P., 2018) organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua
orang atau lebih yang saling bekerjasama dan terikat secara formal dalam rangka menjalankan
untuk memperoleh tujuan yang telah ditetapkan dalam hubungan yang terdapat pada
seseorang ataupun beberapa orang yang dikenal sebagai atasan dan seorang atau kelompok
orang yang dikenal sebagai bawahan.

Menurut Oliver Sheldon (1923) Organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan, yang para
individu atau kelompok-kelompok harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan
untuk melakukan tugas-tugas, sedemikian rupa memberikan saluran terbaik untuk
pemakaian yang efesien, sistematis, positif dan terkoordinasi dari usaha yang tersedia.

Konsep Manajemen

Menurut (Siagian, 2018) manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang,
yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan
sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk
memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang
lain.

Menurut Paul Hersey dan Ken Blanchard (1995: 3) mengemukakan definisi manajemen
sebagai proses kerja sama dengan dan melalui orang-orang dan kelompok untuk mencapai
tujuan organisasi.

Konsep Tata Kelola

Tata kelola (governance) didefinisikan sebagai suatu bentuk atau proses
penyelenggaraan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola problem
yang dihadapi oleh masyarakat atau bangsa dengan melibatkan semua sektor antara lain:
sektor publik, sektor privat (swasta), dan sektor ketiga yaitu civil society. Governance
merupakann sistem interaksi dimana proses-proses politik, ekonomi, dan administrasi
diselenggarakan secara demokratis, akuntabel, dan partisipatorik dengan melibatkan semua
aktor dan stakeholder (Asaduzzaman, 2020).

Konsep Desa
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Desa secara etimologi berawal dari bahasa sansekerta, deca yang bermakna tanah air,
kawasan asal atau kawasan kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan
nasional dan berada di daerah kabupaten.

Menurut Widjaja (2011:3) Desa merupakan kesatuan hukum masyarakat yang
memiliki susunan asli dalam hak asal usul yang khusus. Keberagaman, partisipasi, otonomi
sejati, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat adalah dasar pemikiran pemerintahan
desa.

Konsep Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan administrasi yang dilakukan dalam lingkup desa disebut administrasi
pemerintahan desa. Berdasarkan Permendagri No. 47 Tahun 2016, administrasi pemerintahan
desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai
pemerintahan desa pada buku register desa. Penyelenggaraan dan pengembangan
administrasi pemerintahan desa dilakukan melalui: (1) Tertib pencatatan data dan informasi
dalam buku-buku register data; dan (2) Pengembangan buku register desa yang diperlukan
serta menyelenggarakan pelaporan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Metode

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
kualitatif yang menjelaskan peristiwa yang terjadi. Penelitian kualitatif dipilih karena
penelitian ini dilakukan pada kondisi yang natural/alamiah yaitu menggambarkan keadaan
yang sesungguhnya di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Dimana pada penelitian kualitatif, dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang
didapatkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan dalam penelitian ini peneliti ikut
terlibat langsung dengan informan. Salah satu alasan peneliti menggunakan metode kualitatif
karena sifat dari masalah yang diteliti lebih cocok dengan metode ini. Menurut pendapat
Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2001:8) mengemukakan bahwa metode kualitatif
merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis
maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan wawancara kepada key informan dan informan yang berada di Desa
Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atas judul penelitian Tata Kelola
Administrasi Pemerintah Desa Di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang
Kabupaten Siak maka peneliti mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut :

1) Rule Of Law (Kepastian Hukum)

Rule Of Law (Kepastian Hukum) yang berarti terjamin adanya kepastian hukum dan
rasa keadilan bagi masyarakat maupun pihak swasta terhadap setiap kebijakan publik

yang dibuat dan dilaksanakan.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudarno selaku Penghulu Kampung Desa
Pinang Sebatang Timur kecamatan Tualang Kabupaten Siak tentang adanya jaminan

kepastian hukum pada tata kelola administrasi, Beliau mengatakan :

“Ada, Namanya peraturan pembentukan dan mekanisme penyusunan dan mekanisme penyusunan
peraturan data UU No 20 tahun 2017"

Berdasarkan hasil observasi penelitian diatas dapat disimpulkan bahwasannya
peraturan tata kelola administrasi pemerintahan desa itu ada, namun para pegawai
kurang mengetahui tentang peraturan yang mengatur tata kelola administrasi desa.
Namun fakta yang ditemukan oleh peneliti, desa memiliki surat keputusan penghulu
kampung, dan apatur desa tersebut tidak memahami isian dari surat keputusan tersebut.
Peraturan kebijakan yang dibuat oleh penghulu kampung juga mengacu kepada

keputusan kebijakan dari pihak-pihak terkait.
2) Akuntabilitas

Akuntabilitas yang bermakna bertanggungjawab dan mempertanggung jawabkan

segala aktivitas yang dilakukannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudarno selaku Penghulu Kampung
Desa Pinang Sebatang Timur tentang adanya akuntabilitas pada tata kelola administrasi,

Beliau mengatakan:

“Saya memberikan penyuluhan kepada masyarakat, setiap ada perubahan pelayanan publik.
agar masyarakat tahu dan lebih jelas memahaminya, dan dengan iu saya juga bisa menjemput
aspirasi masyarakat, namun yang menjadi kendala pemerintah ialah belum bisa secara maksimal
mematuhi aturan yang ada hal ini disebabkan karena kemampuan dan pengalaman dari aparatur

pemerintah”.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan yang dilakukan oleh peneliti di Desa Pinang
Sebatang Timur dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban dari pemerintah desa
selalu dilakukan baik itu pertanggungjawaban progran yang dijalankan dan juga
pertanggungjawab finansial secara ekonomis. Sebagian pegawai belum memahami secara
benar peraturan yang mengatur kebijakan administrasi pemerintahan desa sehingga
penjelasan masing-masing tentang penerapan tanggung jawab itu berbeda-beda.

3) Transparansi

Transparansi ialah keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan

maupun dalam mengungkapkan informasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudarno selaku Penghulu Kampung
Desa Pinang Sebatang Timur kecamatan Tualang Kabupaten Siak tentang adanya

keterbukaan informasi pada tata kelola administrasi, Beliau mengatakan:
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“Untuk data informasi tidak di publish, apabila masyarakat membutuhkan data kami siap

memberikan informasi”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Putriani selaku Kepala Urusan Umum Desa
Pinang Sebatang Timur kecamatan Tualang Kabupaten Siak tentang adanya keterbukaan

informasi pada tata kelola administrasi, Beliau mengatakan:
pertanyaan kepada, beliau menjawab :

“Terbuka, informasi tersebut disampaikan dengan berbagai cara, seperti melalui 1440embaga,
rapat dengan berbagai 1440embaga masyarakat semacam RT/RW”.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan terhadap key informan dan informan
dapat disimpulkan tanggapan dari mereka tentang keterbukaan informasi
administrasinya berbeda. Key Informan menyatakan bahwa informasinya diberikan bila
dibutuhkan saja, sedangkan tanggapan dari beberapa informan bahwa informasi

disampaikan secara tertulis maupun tidak tertulis.
4) Profesionalisme

Profesionalisme ialah individu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangatlah
berpengaruh pada penempatan jabatan atau rekrutmen pada organisasi apapun jenis,

skala dan ukurannya, pasti tidak terlepas faktor sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudarno selaku Penghulu Kampung
Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tentang skill yang

dimiliki pegawai pada tata kelola administrasi, Beliau mengatakan:

“Adapun skill yang dimiliki oleh pegawai di desa ini tergolong baik dalam pengerjaan tata kelola
administrasi terlihat dari partisipasi masyarakat yang memberikan nilai baik kepada desa kami dan
saya menjalankan administrasi ke pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi. Adapun kendala
ialah pada tahap ini dalam pengelolaan administrasi di desa dimana masih terdapat ada beberapa
pemerintah desa yang masih mengaitkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum dalam
pekerjaan mereka masing-masing, sehingga hal ini membuat pekerjaan mereka berjalan tidak tepat
waktu atau memakan waktu yang cukup lama dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawab

mereka”.

Berdasarkan hasil observasi bahwasannya kemampuan pegawai dalam mengatur
pengelolaan administrasi pemerintahan desa di Desa Pinang Sebatang Timur
penerapannya belum tercapai dengan baik, hal tersebut dapat terlihat dari timpang tindih
jawaban dari key informan dan informan tersebut. Penulis menemukan bahwa
pemerintah desa sementara ini bekerja sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dan
akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari benturan pekerjaan antara
kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat secara umum, walaupun ada

beberapa aparat pemerintah desa yang ditemukan di lapangan masih mengaitkan
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pekerjaan umum dengan pekerjaan pribadi, sehingga yang menjadi tugas pokok diangkat

sebagai pemerintah desa yang bekerja untuk masyarakat bisa dikatakan terabaikan.
5) Partisipasi

Partisipasi berarti, mengambil keputusan publik secara partisipatif dengan melibatkan

seluruh pemangku kepentingan yang akan terpengaruh dengan keputusan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudarno selaku Penghulu Kampung
Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tentang keterlibatan
masyarakat dalam membuat kebijakan atau keputusan pada tata kelola administrasi,

Beliau mengatakan:

“Masyarakat ikut serta membuat kebijakan kampung di dalam penyusunan RKP karena
masyarakat satu ide pemerintahan, dari masyarakat tidak bisa diputuskan oleh penghulu sendiri
yang melibatkan suatu masukan dari bapekam, masyarakat ikut untuk rapat dan diskusi di desa ini
baik rapat perencanaan maupun rapat yang bersifat umum, masyarakat disini ikut serta juga dalam
mengawasi keuangan desa baik administrasi maupun antisipasi korupsi. Meski pemerintah desa
membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa,
tetapi belum semua masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan
desa. Hal ini dikarenakan aktivitas masyarakat di desa yang juga sibuk melaksanakan tugas mereka
masing-masing, baik sebagai petani, tukang, dan pegawai (baik pegawai swasta maupun pegawai

negeri)”

Berdasarkan hasil observasi bahwasannya masyarakat Desa Pinang Sebatang Timur
berpartisipasi dalam kegiatan yang diberikan oleh Desa Pinang Sebatang Timur seperti

mengikuti seminar terkait tata kelola administrasi desa dan lain sebagainya.

Kesimpulan

Hasil penelitian yang penulis lakukan tentang analisis tata kelola administrasi Desa di
Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sebagai berikut:

Tata kelola administrasi Desa di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang
Kabupaten Siak menurut hasil penelitian telah berjalan dengan baik berupa memberikan
jaminan kepastian hukum dan keadilan atas kebijakan bagi masyarakat pada indikator
kepastian hukum, Pihak desa bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan atas
kebijakan pada indikator akuntabilitas, pihak desa memiliki keterbukaan informasi dan
menerima kritik dan saran dari masyarakat pada indikator transparansi, pihak desa memiliki
kemampuan pada pegawainya dan para pegawai bertanggung jawab atas beban tugas dari
pihak desa pada indikator profesionalitas, pihak desa melibatkan masyarakat dalam membuat
keputusan dan kebijakan pada indikator partisipasi.
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